BUPATI GORONTALO

PERATURAN BUFAT! GORONTALO
NOMOR 28 TAEUWN 2014
TENTANG
PENDELEGASIAN SEBAGIAN KE'WENANGAN BUPATI KEEPADA CAMA™
DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
TERPADU KECAMATAN (PATEN)

%‘/ DENGAN RAHMAT TUHAN YANG NAHA ESA,
BUPATI GORONTALO,

Menimbeng : a. bahwa untuk efekiifitas pelaksanaan ke jiatan
pemerintahan, pc'imba.ngunun dar lebih khusus yang
be-kenaan deng@ pelayanan masyarakat pada Program
Pelayanen Administras: Terpadu Kecama‘an (PATEN), maka
sebagian tugas ;dan ltewenangan Bujpati dilimpal kan
kepada Camat; '

b. bahwa sesuai ketentuan pasal 6 ayat |3) Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tah.in 2010 tentang
Pedoman Pelayanan Adm'nistrasi Terpadu Kercamatan,
Pendelegasian sebagian wewenan3y «dittetapkan denga.
Peraturan Bupati/Walikota;

c. bahwa herdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan haruf b, perlu menabentuk Peratura-
Bupati tentang Pencielegasian Sebagian Kewenangan
Bupati Kepada Caraat Dalam Penyeleriggaraan Program

Pelayanan Administrasi Terpadu Kecarnatar (PATEN);



Mengingat

ro

. Undar.g-Undang  WNomor 29 Tahun 1959  tentang

Ul

Pembentukan  Dacsrah-deerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negura Republik .ndonesiaa Tahun 1959

Nomecr 74, Tambaharn Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomo: 1822);

. Undang-Undang Noraor 32 Taaun 2004 tentang

Pemerintahan  Dafsrah  (lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tanabahan Lembaran
Negara Republik Indones.a Nomor 4437) sebageimana tclah
diubah untuk kedue kalinya dengan Undaiig-Undar.g Nomor
12 Tahun 2008 (Lenibarai Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 359, Tambahan Lembaran Negare Republik
Indonesia Nomor 4844);

. Undang-Undang Noraor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik (Lernbaran Negara Republik Inaonesia Tahun 2009

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik ‘ndoncsia
Nomor 5C38);

. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuanguan pDaerah (Lembarai Negara Republik

Indonesia ‘Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4.578);

. Peraturan Pemerir;ltah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembpagicn Ur'Jsén Peraerintahlan antaira  Perner ntah,
Pemerintahan Daﬁrah Provinsi dar Peraerintahan Daerah
Kabupaten/Kota ;Lembaran Negere. Repblikz  Indonesia
Tahun 2007 Noimor 82, Tambahan Lerribamr Negara
Republik IndJnesié Nomor 4737);

. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Taliun 2007 tentang

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republk

Indonesia Tahun ;2‘007 Nomor 89, Tarnbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 474 1);

. Peraturan Pernerintali Nomor 19 Tahunn 2008 tentung

Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 40, Tambahan Len:taran Negara Republik
Indonesia Nomor 4826),



8. Peraturan Menteri Dalara Negeri Nomor 13 Tanun
2006 tentang Pedoman Pengewclaan I/euangan Daerah,
sebagaimana telah diubah untuk kedui kainya
dengan Peratura:l Menteri Dalarn Negeri Nownor 21
Tahun 2011;

9. Peraturan Menteri Dalam Wegeri Nomor- 54 Tahun 2009

tentang Tata Naskah Dinas (. Lingkungan Pemerincah
Daerah;

10. Peraturan Meateri Dalam Neger: Nomor 4 Tahun 2010

tentang Pedoman Ffelayanan Administrasi Terpadu
Kecamatan (FATEN);

Memperhatikan : 1. Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 3 Tahun 2005
tentang Tugas dan Wewenang DBupati daa Wakil
Bupati serta Pejabat Perungkat Daerah  dalam
Melaksanakan Tugas Texnis Sehari-hari (Lembaran
Daereh Kabupaten Gorontalo Tahun 2005 Nomor 3,
Seri E), sebagaimena telah diubaly untuk letiga
kalinya dengan Peraturan Bup:ti Gorortalo Nomor 26

Tahun 2072 {Berita Daerah Kabu paten  Goronialo
Tahun 2012 Nomor 26);

2. Peraturan Bupati Gcerontalo Norror 2 Tahun 2009
tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangen Bupati
Kepada Camat’ (Beritan. Daerah Kabupaten Gorontalo
Tahun 2009 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN BUI?ATI TENTANG PENDFLTGASIAN

SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KIIPADA CAMAT DALAM
PENYELENGGARAAN PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
TERPADU KECAMATAN (PATEN)



BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksua dengan :

1.

~
L.

10.

Daerah adalah daeraih Kabupater: Gorontalo.

Pemerintah Dasrah acalah Bupati dan jperangkat daerch
sebagai unsur penyeienggara pemerintahan daerah.
Bupati adalah Bupati Goror talo.

Dinas adalah Dinas ¥Y=pendudukan dsn Catatan Sipil
Kabupaten Go:rontalo. |

Kantor adalan Kantor Pelayanan Terpadu dan Kantor
Pelayanan Pengaduan Macsyarakat Kabupate:n Gorontalo
Kecamatan adalah wilayeh kerja Carnat sebagai perangkat

daerah Kabupaten.

Camat adalah peraimpin dam knordinator
penyelenzgaraan pemer.ntahan di wilayah kerja
kecamatan yang dalam pelaksar aan tugasnya

memperoleh pelimpahan kewenangan pe merintahan dari
Bupati untuk menangani sebagian wrusan otoncmi
daerah dan menye'enggarakan tugas urnum
pemerintahan.

Pendelegasian weWenang adalah pelimpahan kewenangan
Bupati kepada Camat untuk memberikan perizinan,
rekomendasi, kooridinasi, pembinaan, fasilitasi, penetapan,
penyelenggasraan, pengendalian/pengawas:in, pengum<ilan
data dan informasi dalam rangka peayelenggarsan
pemerintahan. |

Pelayanan Administrasi Terpadu Xecamatan selanjutnya
disingkat PATEN adalah penyclengg .raan pelayaaan publik
di kecamatan deri taliap permohonan sainpai ke tahap
terbitnya dokumen dalara satu tempe t.

Penyelenggaraan adalall mengurus atau rmengusahakan
(mengerjakan) sesualu sesuai perintak. dan atau

kewenangan lainuya.



11.

12.

13.

i

Izin adalah dokumen yang dikeluarkan olehh pemerintah
daerah berdasarkan peraturan dasrah atau peratiran
lainnva yang merupakan bulkti legalitas, menyacakan sah
atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk
me'akukan usaha atau kegiatan tertentu.

Perizinan adalah pemberien legalitas kepad:a stseorang atau
pelaku usaha/kegiatan terteatu, baik dalam bentuk i::inA
maupun tanda daftair usaha.

Dokumen Kependudukan adalal dokumien 1esmi yang
diterbitkan oleh Instarsi Pelaksana y«ang mempunya’
kekuatan hukun. sehagai elat bukti autentik yanyg dihasilkan

dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan ®encatatan Sipil.

BAB 1l
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Kewenangan Bupati yang‘ di delegas.kan ke Camat dalam
rangka venyelenggaraan PATEN meliputi:

a.

k.

1)

(2)

pelavanan bidang periz.nan; dan

pelayanan bidang non perizinan.

Pasal 3
Pelayanan bidang Perizinan scbagaimana dimaksud pada
pasal 2 huruf a adalah pelayanan periziman pada Kantor
Pelayanah Terpadu y2ng meliputi :
a. Penerbitan Surat Izin Ganguan (SIGU);
b. Penerbitan Tandé Daftar Perusahaan (T'DP);

c. Penerbitan Sura: lzin Usaha Perdagarigan (siup) skala
kecil; |

d. Penerbitan Surat 1zin Mendirikan Pangunan (IMB});

Pelayanan Bidang Non Perizinan sebagaimana dimalisud

pada pasal 2 L huuf b acalah pelavanan yang

dilaksenakan oleh :

a. Dinas Kependudukan dan Cacatan Sipil yang meliputi:

1. Proses Penerbitan EKartu Tanda Penduiduk WNI/WNA;



2. Proses Pznerbitan Kartu Keluarga WNI ,/WNA;

3. Froses Penerbitan Akta Kelahiran Kutipran (ke - II),
4. Froses Penerbitan Akta Lahir Mati;

S. Proses Penerbitan Akta Kematian;

5. Proses Penerbitan Akta Perkewinan Nora Musliin;

7. Proses Penerbitan Akta Perceraian Non Muslim;

8. Proses S-irat Keterangan Pindah/Datang WNI;
b. Kantor Pelay'anan ' Pengaduan Ma:syarakat yang

meaer;ma dan . melaporkan hasil pengaduan

masyarakat.

Pasal 4
Penerbitan Surat 'zin sebagaimana dimaksud pada Pasal
3 ayat (1) buruf a, huruf b, huruf ¢, teihadap kegiatan
11saha yang per.dapatannya kurang dari 20 juta/tabun
terdiri dari:
a. pembuatan warung/kios Toko buku dan alat tulis;
b. studio foto;
c. pedegang ‘elur;
c. pengecer ararg tempurung;

. sablor;

haciN ¢

. salon kecantikan/potong rambut;
g. predagang emas.;\'

h. toko jam tangan dan asessoris;

i. toko kacamata :dan alst-alat ontik;
i. toko barang klontong;

k. toko textil .

l. toko makanan dan minuman,
m.tempet servis barang elektronik;
n.rurnah makar/kantin.

Pasal |5
Penerbita1 Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagaimana
dimaksud pade Pasal < ayat (1} huruf d terhadap
bangunan yang luasaya kurang dari 100 M2.



BAB Il
TEKN'S PELAKSANAAN

P;asal 5
(1) Teknis pelayahaq bidang perizinan dan non perizinan
sebagaimana din@_'laksud pada pasal 3 dileksanakan
berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) scsuai
ketentuan peratur%an perundang-ur.dangar.
(2) Pendelegasian sebagian wewenang Bupat: sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan memperhatikan

efisiensi dan efekti\iritas penyelenggaraan pelayanan.

P:asal 7
Hal-hal yang belum fc'akup diatur dalam peraturan ini akan

diatur secara teknis édengan Keputusar Bupati.

B’AB v
KETENTUAN PENUTUP

Pasal &

Peraturan ini muiai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Xabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto

ngeal \S" Cpteybep 201y
GORONTALO,

BOBJHOE AKIB

Diundangkan di Limboto

pada tanggal 1€ &PWEC]/\ 3‘6['./

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,
/

4

IJAH U. TAYEB

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2014 NCOMOR



